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Siapapun yang mengaj ukan sengketa perdata ke pengadilan tentu berharap untuk mendapatkan pemecahan
atau penyelesaian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan K ehakiman,
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya. Pemeriksaan perkara senantiasa diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan
putusan sgja belumlah selesai persoalannya. Hakim adalah manusia biasa karena itu suatu putusan hakim
tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karenaitu
demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar
kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada
umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam
suatu putusan. Mulai dari perlawanan, banding sampai kasasi yang merupakan upaya hukum biasa sampai
dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa. Para pihak dalam perkara dapat
menggunakan saranaini, apakah itu karena alasan hukum atau bukan. Peninjauan kembali dikatakan sebagai
upaya hukum luar biasa karena merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap. Putusan peninjauan kembali masih bisa menyisakan masalah apabila masih ada
putusan peninjauan kembali yang bertentangan dengan putusan peninjauan kembali yang sudah ada karena
obyek perkaranya sama. Untuk alasan itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2009 yang
memberikan jalan keluar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan
kembali atau permohonan peninjauan kembali yang kedua.

<hr><i>Whoever filing a civil suit to the court will surely expect to obtain solution or settlement. Based
upon Law Number 48 Y ear 2009 regarding Judicial Authority, the Court shall be forbidden to refuse
examining, hearing, and deciding upon a case filed on the argument that thereisno rule of law or it is
unclear, but on the contrary the court shall be obliged to examine and to hear it as well. The examination of
acase shall be often ended with a decision, however, by handing down a decision, the problem has not been
guaranteed to come to its end. In fact, a Judge isjust a human being, and therefore the decision of a Judge
can be wrong or erroneous, even it shall not be impossible to be one-sided. Accordingly, for the sake of truth
and justice, every decision of a Judge should be re-examined in order to correct any possible error and
mistake in handing down a decision. Generaly, for any decision of a Judge, legal remedies have been
provided namely the efforts or instruments to prevent or to correct the error in any decision, starting from
resistance, appeal up to cassation which constitute ordinary legal remedies up to the judicia review which
constitutes extra ordinary legal remedy. The parties in a case can take use of these legal remedies, either due
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to legal reason or not. The Judicial Review is called as extraordinary legal remedy asit constitutes alegal
remedy towards the decision of the court which has aready had permanent legal force. The decision of
Judicial Review still can leave problem behind if the decision of the Judicial Review is contrary to the
existing decision of Judicial Review due to the similar object of the case. Accordingly, based on this fact,
the Supreme Court hasissued SEMA No. 10 Y ear 2009 providing the possibility to file an application for
judicial review towards the decision of judicial review or the second judicial review application.</i>



